PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-14/DPRD/10/2021
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANGGARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

: a. bahwa Rancangan Anggaran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

o 1.

telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
telah disepakati melalui pembahasan dengan tim Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022;

. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu

menetapkan Persetujuan Anggaran Antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Memperhatikan :
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Derah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2019 Nomor 1);

Rapat Paripurna ke — 15 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 Oktober 2022
tentang Penyampaian dan Pengesahan Anggaran Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2022



MENETAPKAN
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MEMUTUSKAN:
Menyetujui Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut :

KODE URUSAN ANGGARAN

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 155.668.341.525
PEMERINTAHAN

4.02 Sekretariat DPRD 155.668.341.525

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 43.187.199.764
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 1.650.000.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.298.864.760

4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 642.560.000
Perangkat Daerah

4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 948.301.000

4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.527.537.107

4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 4.098.301.312
Urusan Pemerintah Daerah

4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.738.551.280
Pemerintah Daerah

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 5.283.084.305

Urusan Pemerintah Daerah

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 112.321.141.761
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan 13.211.212.000
Peraturan DPRD

4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.742.276.000

4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 11.925.396.000

4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD 12.211.459.600

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 5.878.769.000
Masyarakat

4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 316.798.000
DPRD

4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD 23.498.585.000

4.02.02.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 35.876.997.561

4.02.02.2.16 | Layanan Administrasi DPRD 6.359.648.600

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.



SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M. RIDHA DARMAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala BPKAD di- Tenggarong

3. Kepala BAPPEDA di- Tenggarong

4. Kepala Inspektorat di- Tenggarong

5. Arsip.
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Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2021




